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TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan
konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan
hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada pula
yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi
maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama lain®°.

Baik pengertian hukum konsumen maupun hukum perlindungan
konsumen ternyata belum dibakukan menjadi suatu pengertian yang resmi, baik
dalam peraturan perundangundangan maupun dalam kurikulum akademis.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia mempergunakan hukum perlindungan
konsumen, tetapi Hondius, ahli hukum konsumen dari Belanda menyebutnya
dengan hukum konsumen (konsumentenrecht)®.

Az Nasution” membedakan hukum konsumen dengan hukum
perlindungan konsumen. Pembedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti
dikatakan demikian: "...pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula
merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentunya yang me-

ngandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syaratsyarat tertentu perilaku

¥ N.H.T Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab
Produk, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 30.
%% 1bid.

21 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, h.23
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kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum
perlindungan konsumen."

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, yang dimaksud dengan hukum
konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa,
antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.9 Sedangkan
mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara
penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No 9 Tahun 1999 berjudul Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen dan bukan Undang-Undang tentang Konsumen.
menyebutkan pengertian-pengertian yang dipandang perlu dalam pengaturan
mengenai konsumen. Di situ disebutkan mengenai perlindungan konsumen dan
konsumen. Butir 1 mengartikan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen." Butir 2 mengartikan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan."?

?2 pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Namun sekalipun undang-undang tersebut membedakan pengertian
perlindungan konsumen dengan konsumen, hal tersebut sebenarnya tidak perlu
ditarik sebagai dasar atau kriteria untuk membedakan pengertian hukum
perlindungan konsumen dengan hukum konsumen.

Membuat batasan tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan
konsumen tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana hukum meletakkan asas-asas
untuk melindungi konsumen atas pemenuhan barang dan atau jasa®.

Bertolak dari penetapan asas-asas tersebut, dapatlah diberikan
pengertian tentang hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen berupa
serangkaian norma-norma yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen atas
pemenuhan barang dan atau jasa yang didasarkan kepada manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum?®:.

Ada sebagian pakar mengatakan bahwa hukum konsumen tergolong
sebagai cabang hukum ekonomi. Penggolongan demikian bisa dibenarkan
berhubung masalah yang diatur dalam hukum konsumen adalah mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa. Ada pula
yang mengelompokkan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau hukum
dagang, karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa
selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Demikian
pula digolongkan sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan bahwa

hubungan antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam aspek

%% pasal 2 UUPK menetapkan asas bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
?* N.H.T. Siahaan, Op.Cit, h. 34.
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pemenuhan barang dan atau jasa tersebut lebih merupakan hubunganhubungan
hukum perdata belaka.

Akan tetapi terlepas dari klaim penggolongan cabang-cabang hukum
tersebut di atas, jika ingin menelusuri hukum konsumen maka akan ditemukan
berbagai ruang-ruang wilayah hukum yang berlainan satu sama lain yang dapat
menjadi kawasan hukum konsumen. Wilayah hukum tersebut dapat
dikelompokkan dalam tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Hukum Privat

b. Bidang Hukum Publik

c. Bidang yang mencakup Hukum Privat dan Hukum Publik
Kawasan-kawasan yang dimasuki hukum konsumen dalam hukum privat

adalah:

a. Hukum perdata, khususnya mengenai perikatan, yakni mengatur aspek-
aspek kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.

b. Hukum bisnis atau hukum perdata. niaga, khususnya mengenai
pengangkutan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), monopoli dan
persaingan usaha, asuransi, dan lain-lain.

Faktor penting penyebab lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan
konsumen adalah®:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.

% N.H.T. Siahaan, Op.Cit, h. 42.
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2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat
belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika
mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa
yang sewaj arnya.

3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang
mempunyai kemauan menuntut hakhaknya.

4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.

5. Posisi konsumen yang lemah.

Kalau diamati dalam pola sosial yang terjadi, faktor-faktor tersebut di atas

dapat ditambahkan dalam wujud berikut ini®®:

1. Politik pembangunan di negara kita lebih meleluasakan pelaku usaha,
berupa melonggarkan norma-norma hukum dalam penerapan dan
pentaatan hukum konsumen.

2. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya, di mana
kerap terjadi perbedaan putusanputusan pengadilan dalam kasus-kasus
yang serupa.

3. Sistem hukum kita masih belum banyak menjamah dan merumuskan
kebijakan untuk melindungi konsumen.

4. Tarik-menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang
bukan konsumen, pihak mana memiliki akses kuat dalam pelbagai lini,
tidak terkecuali kepada pengambil keputusan. Figur ini secara sosiologis

berada di luar jangkauan hukum.

2 |pid
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B. Peralihan Hak

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak
terdiri atas dua bagian, yaitu:

a. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual
beli atau pertukaran.

b. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting
adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tak
bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.*’

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas
suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut
langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula
pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya
melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak
bergerak.

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang
lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang
dibenarkan oleh hukum.

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan
cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.?®

2’Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.72
%ndrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendadftarannya, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h.65
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Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan
pemerintah.

2. Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak
langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang
warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan,
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut
kembali.?®
Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi subjek

hak milik. Oleh karena itu, peralihan hak milik kepada orang asing dan badan

hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

C. Macam-Macam Perolehan Hak
Hukum Perdata mengenal beberapa macam cara memperoleh hak

kebendaan, yakni sebagai berikut:

21bid, h.65
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1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian
didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai
miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda
tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan
sebagainya.

2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya,
misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian
ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa
pemiliknya.

3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara
penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa,
hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas
benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa
(lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama.
Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara
menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun
sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak
bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20
tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah
lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda

tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
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5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan
menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang
berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris
KUH Perdata.

6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum
ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.

7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah,
dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah
tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.*
Pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada

beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak
akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang

memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

D. Asas-Asas Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan denagn mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.*

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan
perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan semua

%0 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
2000), h.140

%! pustaka Mahardika, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Mahardika),
h.297
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persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan
iktikad baik.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak,
yaitu sebagai berikut:

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam
suatu kontrak.

b. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya
asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para
pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

c. Asas Fakta Sun Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara
penuh sesuai isi kontrak tersebut.

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah
sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan
tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
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e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak
telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan
kewajiban semata.*

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari
terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara
tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas
tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau
perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh
harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan
dipertarunkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang
perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338
KUH Perdata, yang menentukan bahwa ‘’setiap perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’’. Jadi semua
perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat,
berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak
bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi
sebuah kontrak.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal

%2 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13
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lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak
merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak
para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk
melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas,
namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah
kawin sebelum cukup 21 tahun.

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang
maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*®
Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa

segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang

jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau

%% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Pesada,2010), h.13
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patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh
karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut,
maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak
terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan
kehendak dari kedua belah pihak.

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat
oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga

maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa
keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat
dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk

melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian
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tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan
penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta
notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah
notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat
bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak
ketiga.*

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa
perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang
mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

atau yuridis.

E. Jual Beli

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “Jual-beli adalah
suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut terjadi

ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan barangnya dan

¥salim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar
Grafika,2010),h.43
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pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari barang yang
diperjanjikan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-beli
itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang
itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar”.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli
terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang,
walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah terjadi ketika
terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum
jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah
SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari’at-Nya. Hal
tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Bagarah (2):275

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama
Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik
penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka,
bukan karena paksaan. Adapun hukum jual beli ada 4 (empat) yaitu:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2010), cet. 3, h. 47
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Wajib, apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya menjual barang
untuk membayar hutang.

Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat
memerlukan barang yang dijual.

Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual
beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak

ketentraman masyarakat.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain

untuk membayar harga yang telah dijanjikan®®. Dari pengertian perjanjian jual beli

tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli :

1.

Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang.

Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu
barang.

Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga.
Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua
belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-

hadapan (bertimbal balik).

% Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku I1l Pasal 1457 KUHperdata)
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Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-
sifat perjanjian jual beli, yaitu®’:

1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan
adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga
meskipun barang belum diserahkan.

2. Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak
dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak
milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada
penyerahan (levering). Penyerahan (Levering) adalah suatu perbuatan

hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.

%" Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku 11l Pasal 1458 KUHperdata)



